
GUBTRNUR RIAU

PERATURAI{ GUBERNUR RIAU
NOMOR TAIIUI{ 2O2O

TEI|TANG
PEMBENTUKAN UNIT PELIIKSANA TEKNIS

PAI)A DINAS PEf,ERNAKAN DAN KESEIIATAN HEUTAN
PROVINSI RIAU

DENGAN RAIIMAT TT'HAN YANG MAIIA ESA

Menimbang: a.

Mengingat 1.

b.

GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)

dan (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2OI9 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2Ot6 Tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi
Riau, pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana
Teknis;

bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor
060/3552lOTDA Tanggal 8 Juli 2o2o Hal Rekomendasi
Penataan Perangkat Daerah dan Pembentukan unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Riau, disetujui untuk
pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peratrrran Gubernur tentang Pembenhrkan unit
Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Riau;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun
lg57 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra

Negara Republik Indonesia Nomor L6a6l;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

c.

2.

3.
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UndangNomorgTahun2o|stentangPerubahankedua
AtasUndang-UndangNomor2sTahun2o|4tentang
Pemerintah; Daerih (Lembaran Negara Rep-ublik

Ind'onesiaTahun2Ol5Nomor58,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

4.PeraturanPemerintahNomorlsTahun20|6tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2016Nomorll4,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5SS7) sebagaimana telatt

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahrun

21lg tentaig Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 iutt ttr 2016 tentang Perangkat Daerah

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2ol9
Nomor 187, iambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6aO2l;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2OL5

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361,

sefagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Da1"'1' Negeri Nomor L2O Tahun 2OI8 tentang
pembahan Atas Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oL8
Nomor 157);

6. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2OLT

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang
Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor a51);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

tentang Pembinaan dan Pengendalian 'Penataan

Perangkat Daerah @erita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI8 Nomor 1539);

8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
provinJi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2016 Nomor +) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Perangkat' Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2OI9 Nomor 7);

g. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2oL6
Nomor 7O);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATIIRAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PEI"AI(SANA TEKNIS PAI)A DINAS PETERNAKAIT DAN

KTSIEHATAN HEUIAN PROVINSI RIAU.



2.

3.

4.

-3-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau'

pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.

Gubernur adalah Gubernur Riau'

sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Provinsi

Riau.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur
Daerah Provinsi dalam

rintahan Yang menjadi
si.

6. Dinas Peternakan d.an Kesehatan Hewan adalah Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Riau'

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT

adalah unit Pelaksala Teknis pada Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau'

g. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut
xepara UPT adatah Kepala unit Pelaksana Teknis pada

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

BAB II
PIMBENTUI(AN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk uPT, terdiri atas:

a. UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, Kelas A;

b. UPT Inseminasi Buatan Ternak, Kelas A; dan

c. UPT Pengembangan Ternak dan Pakan, Kelas A'

BAB III
KEDUDUIilIT DAIT SUSUNAIT ORGAJTISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(1)

(21
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(3)

(4) Kegiatan teknis penunjalg sebagaimana dimaksud pada

^yit lZl yaitu ttt.l"k""ttakan kegiatan yang mendukung
plt"t "",'"",' tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan.

Bagian Kedua
Susunaa Orgaaisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Veteriner dan

Klinik Hewan, terdiri atas:
a. KePala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Laboratorium Veteriner;
d. Seksi Klinik Hewan; dan
e. KelomPok Jabatan Fungsional'

(21 susunan organisasi uPT Inseminasi Buatan Ternak,

terdiri atas:
a. Kepala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pemeliharaan Pejantan unggul dan Hijauan

Pakan Ternak;
d. seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran semen

Beku; dan
e. KelomPok Jabatan Fungsional.

(3) Susunan organisasi UPT Pengembangan Ternak dan
Pakan, terdiri atas:
a. Kepala UPT;
b. Subbegan Tata Usaha;
c. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak;
d. seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;

dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, Subbagian
dipimpin oleh Kepala Subbagran dan seksi dipimpin oleh
Kepala Seksi.

(21 Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II
dan Lampiran III yang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).
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(21 Kepala Subbagian d'an Kepala Seksi pada UPT, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakart

Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTLaboratoriunVeterinerdanl{IinikHewan

Pasal 7

(1) UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan

teknii operasional danlatau kegiatan teknis penunjang

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang

Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan'

(2) Unhrk melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), UPT Laboratorium veteriner dan Klinik Hewan
menyelen fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan

tugas p"a" Subbagian Tata Usaha, Seksi

Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;

b. penyelenggara€rn koordinasi dan fasilitasi dalam
iattgt" penyelengga-raan tugas dan fungsi pada
subbagian Tata usaha, seksi Laboratorium Veteriner
dan Seksi Klinik Hewan;

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada

Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner
dan Seksi Klinik Hewan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas
terkait tugas dan fungsinYa.

Pasal 8

(1) Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan evaluasi pada
Subblgian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner
dan Seksi Klinik Hewan;

(21 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik
Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. penjrusunan program keda dan rencataa opetasional
pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan;

b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi
dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di
lingkungan UPT L,aboratorium Veteriner dan Klinik
Hewan;

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dart
pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
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d.pelaksanaantugaskedinasanlainyangdiberikan
kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya'

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran

pada Subbagian Tata Usaha;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil

pelaksan""ri t rg"s bawahan di lingkungan subbagian
Tata Usaha;

c. melaksanakan pen5rusunan Standar Operasional

Prosedur;

d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;

e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian,

administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan

masYarakat;

f. melaksanakan pen]rusunan Analisa Jabatan, Analisa

Beban Kerja, p"i" iabatan, proyeksi kebutuhan pegawai'

standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

h. melaksanakan penjrusunan kebutuhan, pemeliharaan
sarana dan prasafana kantor, kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian Tata

Usaha; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasd 1O

Kepala seksi Laboratorium veteriner mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran
pada Seksi Laboratorium Veteriner;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Laboratorium Veteriner ;

c. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana
pengujian;

d. melaksanakan pengambilan spesimen/contoh uji
terhadap penyakit hewan dan mutu produk asal hewan;

e. melaksanakan proses pengujian spesimen/contoh uji
terhadap penyakit hewan dan mutu produk asal hewan;

f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam bidang
laboratorium veteriner kepada petugas pengambil contoh
dan unit diagnostik veteriner KabupatenlKota se-

Provinsi Riau;
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g. melaksanakan uji profisiensi, uji banding dan peneguhan

diagnosa ke -laboratorium veteriner yang telah

terakreditasi;

h. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber

daya manusia bidang laboratorium veteriner;

i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi

Laboratorium Veteriner; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya'

Pasal 11

Kepala Seksi Klinik Hewan mempunyai tugas:

a. merencanakan progra,nlkegiatan dan penganggaran

pada Seksi Klinik Hewan;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksan""tt tog"s bawahan di lingkungan seksi Klinik
Hewan;

c. meruflruskan kebutuhan prasarana dan Sarana seperti
peralatan dan perlengkapan pada Seksi Klinik Hewan;

d. melaksanakan pemberian jasa pelayanan medik
veteriner;

e. memberikan layanan konsultasi dan advokasi di bidang
kesehatan hewan;

f. menentukan status kesehatan hewan secara klinis;

g. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber
daya manusia bidang pelayanan medik veteriner;

h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan trrgas dan kegiatan pada seksi Klinik
Hewan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPf Inseminasi Buatan Ternak

Pesal 12

(1) UPT Inseminasi Buatan Ternak mempunyai tugas
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
danlatau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan di bidang Inseminasi Buatan
Ternak.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), UPT Inseminasi Buatan Ternak
menyelenggarakan fungsi:
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penyelenggaraarL perencanaan dan pelaksanaan
itg"" p"a" Subbagian Tata Usaha, Seksi

Perneliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan

Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan
Pemasaran Semen Beku;

penyelen ggraraan fasilitasi dalam rangka
penyelengg"tu.at tugas dan fungsi pada Subbagian
T"r; Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan

Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi
dan Pemasaran Semen Beku;

penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan
petaporan a"f.- rangka penyelenggaraan tugag pada
Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan
Unggul dan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi

Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;

penyelen ggaraan pelayanan publik terhadap
Inseminasi Buatan Ternak;dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas
terkait tugas dan fungsinYa.

d.

e.

(1)

(21

Pasal 13

Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak mempunyai tugas

-.lakuk 1' fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata
Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hiiauart
Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan
Pemasaran Semen Beku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak
menyelenggarakan fungsi:

a. penJrusunan program kerja dan rencana operasional
pada UPT Inseminasi Buatan Ternak;

b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi
dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di
lingkungan UPT Inseminasi Buatan Ternak;

c. antauan, evaluasi dan
tugas sesuai dengan tugas
kepada KePala Dinas; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya-

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penga-nggaran
pada Subbagian Tata Usaha;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian
Tata Usaha;

c. melaksanakan koordinasi
Operasional Prosedur;

penJrusunan Standar
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d. mengagendakan dan mendistribusikan surat men]rurat;

e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian,

ad,ministrasi keuangan, penatausahaan dan pelayan'all

masyarakat;

f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan,

Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan
pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;

g. melaksalakal pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

h. melaksanakan penjrusunan kebutuhan, pemelihar,aan

sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian Tata

Usaha; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan latn yang diberikart
atasan sesuai tugas dan fungsinya'

Pasal 15

Kepala seksi Pemeliharaan Pejantan unggul dan Hijauan

Pakan Ternak mempunyai tugas:

a. merencanakan progranlkegiatan dan penganggaran

pada seksi Pemeliharaan Pejantan unggul dan Hljauan
Pakan Ternak;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan rnerneriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi
Pemeliharaan Pejantan unggul dan Hijauan Pakan

Ternak;

c. melakukan pemeliharaan dan perawatan ternak pejantan
unggul untuk mendapatkan semen yarry berkualitas baik
sesuai Standar Nasional Indonesia;

d. melakukan penanaman, pemeliharaan dan pemanenan
hijauan pakan ternak untuk pemenuhan kebutuhan
ternak pejantan unggul dan bibit ternak;

e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan hrgas dan kegiatan pada Seksi
pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan
Ternak; dan

f. melaksanakan trrgas kedinasal lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Kepala seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran semen
Beku mempunyai tugas:

a.. rnerencanakan program/kegiatan dan penganggaran
pada seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran semen
Beku;
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membagi tugas, memberi peflrnjuk dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi

itoartt"i, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;

melaksanakan produksi dan promosi semen beku yang

berkralitas sesuai dengan standar Nasional Indonesia;

melakukan distribusi dan memasarkan semen beku

sertamenyetorkanhasilpenjualannyakeKasDaerah
dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD);

melakukan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan

prasar€rna produksi, distribusi dan pemasaran semen

beku;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Produksi,

birtribr.i dan Pemasaran Semen Beku; dart

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketige
ItPf Pengembangan Ternak dan Pakan

Pasal 17

UPI Pengembangan Ternak dan Pakan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan di bidang Pengembangan Ternak
dan Pakan.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), UPT Pengembangan Ternak dan Pakan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan
tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi
Perneliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi
Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;

b. penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian
Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan
Ternak darr seksi Produksi dan Pengembangan Pakan
Ternak;

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada
-suuuagian Tata usatra seksi Pemeliharaan dan
Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan
Pengembangan Pakan Ternak;

d. penyelenggaraan pelayanan penyediaan ternak dan
UiUitTUenih hijauan pakan ternak dan pendampingan
teknologi Laboratorium Pakan Ternak; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas
terkait tugas dan fungsinYa.

c.

d.

e.

(1)

(21
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Pasal lE

(1) Kepala UPT Pengembangan Ternlk dan Pakan
mempunyai tugas melakuka fasilitasi dan evaluasi pada

subbagian rata usaha, seksi Pemeliharaan dan
eengembangan Ternak dan seksi Produksi dan
Pengembangan Pakan Ternak;

(21 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala uPT Pengembangan Ternak dan Pakan

menyelenggarakan fungsi :

a. pen]rusun€rn program kerja dan rencana operasional
pada UPT Pengembangan Ternak dan Pakan;

b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi
d"tt mJmeriksa hasil pelaksanaan tugas di
lingkungan UPT Pengembangan Ternak dan Pakan;

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya'

Pasal 19

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. merencanakan prograrn/kegiatan dan pelgarlggararr
pada Subbagran Tata Usaha;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbaglan
Tata Usaha;

c. melaksanakan
Prosedur;

penyusunan Standar OPerasional

d. mengagendakan dan mendistribusikan surat men5rurat;

e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian,
ad,ministrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan
masyarakat;

f. melaksanakan penJrusunan Analisa Jabatan, Analisa
Beban Keda, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai,
standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

h. melaksanakan penjrusunan kebutuhan, pemeliharaan
sar€ula dan prasararLa kantor, kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

i. melakukan pemarrtaual, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan trrgas dan kegiatan pada Subbagian Tata
Usaha; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.
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Pasal 20

Kepala seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak

mempunyai tugas:

a. merencanakan prograrn/kegiatan dan penganggararl

pad'aSeksipemeliharaandanPengembanganTernak;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaari tugas b rahan di lingLmngan Seksi

Femeliharaan dan Pengembangan Ternak;

c. merumuskan kebuhrhan prasarana dan sarana seperti

peralatan dan PerlengkaPannYa;

d. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan ternak;

e. melaksakan penyediaan dan penyebaran ternak sesuai

dengan standar mutu;

t.

g.

h.

i.

melaksanakan pemuliaan dan pembiakan ternak;

melakukan uji performans dan pencatatan ternak;

melaksakan pemantauan d,an pengolatran data kuantitas
dan kualitas ternak;

melaksan akan PelaYanan bimbin
dan pelatihan, serta magang
perorangan, kelomPok, institusi
lainnya;

j. melaksanakan pelayanan kerjasama pengembangan

teknologi Produksi ternak;

k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi
Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya'

Pasal 21

Kepala seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak
mempunyai hrgas:

a. merencanakan programlkegiatan dan penganggaran

pada seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;

b. membagi trrgas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;

c. melaksanakan pemeliharaan, produksi dan
pengembangan Pakan;

d. melaksanakan penyediaan dan penyebaran benih/bibit
pakan sesuai dengan standar mutu;

e. melaksanakan pembiakan, pengembangan dan uji
kualitas pakan;

f. melaksanakan pemantauan dan pengolahan data
produktifitas hijauan Pakan;
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g. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, pendidikan
dan pelatihan, serta magang pengembangan pakanbagi
perorangan, kelompok, institusi pendidikan, organisasi
lainnya;

h. melaksanakan pelayanan kerjasama pengembangan
tekknologi pengolatran Pakan;

i. melakukan pemantauan, evduasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi

dan Pengembangan Pakan Ternak; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
TATA KER.'A

P^sal22

(1) UPT dalam melaksanakan urusan yang menjadi
kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peratrrran
pertndang-undangan.

(21 UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi
berkoordinasi sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi
dengan Perangkat Daeratr ditingkungan Pemerintah
Provinsi maupun pihak-pihak terkait.

(3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas
dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan,
UPT memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing
perangkat daerah yang mempunyai kesamaan
nomenklatrrr dan fungsinYa-

(4) T\rgas dan fungsi UPT dilaksanakan oleh Pejabat
Rdministrator (eselon III.b) dan Pejabat Pengawas (eselon

IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

(5) UPT dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
pertanggungiawaban dilakukan secara berjenjang sesuai
dengan tugas dan fungsinYa.

(6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, UPT

menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KEI,OMFOK JABATAN FUNGSIOITAL

Pasal 23

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT,
dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi
yilrg dibutuhkan.
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(21 Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(3) Kelompok jabatan fungsionat terdiri dari sejumlah tenagaw 
fungsiona1 yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
peraturan Perundang-undangan'

(41 Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat 

-1f1 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang ditunjuk.

(5) Jumlatr tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (ll ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(71 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PE}IBERHENTIAN DALIIM JABATAN

Pasal 24

(1) Kepala UPI diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
dari Pegawai Negeri sipil yang telah memenuhi syarat
sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan'

(21 Kepala subbagian, Kepala seksi dan Kelompok Jabatan
Fu-ngsionat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan
Gubernur 

- ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

BAB TX
KETENTUAN PEITUTUP

Pasal 26

Pada saat Perahrran Gubernur ini mulai berlaku Peraturan
Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2Ol7 tentang Pembentukan
unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau
Tahun 2OI7 Nomor 741, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal27

peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau'

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 

GUBERNUR RIAU,

YAMSUAR

Diundangkan di Pekanbant
padatanggal 
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